SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA
PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

1.

Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Satuan
Harga Biaya Kegiatan dan  Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan
Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2013, Peraturan Bupati dapat dilakukan perubahan 6

(enam) bulan sekali;

. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada

Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 50 Tahun 2012
tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan
Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pati Tahun 2013, maka Peraturan Bupati

dimaksud perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.02 Tahun
2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan
Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor
402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor S50 Tahun 2012 tentang
Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan
Barang  Kebutuhan Pemerintah Kabupaten  Pati
Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR
SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang
Kolom Kegiatan huruf G. Pengadaan Blangko Formulir/Cetak
kolom Jenis/Perincian Kegiatan pada Peraturan Bupati Pati
Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar
Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pati Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2012 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar
Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 135) ditambah satu
angka yaitu angka 01.66 : Cetak Materi/Penggandaan Soal Seleksi
CPNS, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 525

Salinan sesuai dengan aslinya

INDRYANTO,SH.MSi

bina Tingkat I
NIP, 19670226 199203 1 005






